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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMO IT TAHUN 2006 

ENTANG 
PENYEDIAAN DAN UNTUK MEMBIA,YAI BELANJA YANG BER'SIFAT MENGIKAT 

DAN BELANJA YANG BERSIFAT WA,JIB BAGI SATUAN KER.JA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2097 

' BUPATI JEPARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mnenunyang kelancaran pelaksanaa Permerintaha 
di Daerah sebelum ditetapkannya APBD tahun anggaran 2007 
perlu memberik.an Pedoman Penyediaan Dana untuk membiaya 
kegiatan dirnaksud 

b. balwa sesuai pas.al 132 peraturan Menter Dalam Negeri 
Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah disebutkan setiap pengeluaran Kas yang mengakibatkan 
beban A9BD tilak dapat dilakukan sebelurn Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan 
dalam Lembaran Daerah kecual untuk Belanja yang bersifat 
mnengikat dan Belarja yang bersifat Wajib 

c, bahwa berdasarkan pertimnbangan sebagama.a dirak.sud pads 
huruf a dan hurut b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
penvediaan Dana untuk merbia yai Belanja yang bersifat 
mengikat dan Belanja yang bersitat Waji bagi Satuan Kera 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 

1 Undang-Undang Norr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Java 
Tengah 

2. Un@dang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak BG 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nm 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah dibah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359 

3. Un0dang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 1997 N0mot 41 Tambahan Lembaran Negara Republie 
Indonesia Nomor 3885) gebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Norr 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nnor 4048 
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4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubti 
Indonesia Tahun 1997 Na0nor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Karupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 
Nomgr 7S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom0r 3851 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomar 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Norm0er 4355 8' Udang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tontang Pembentuan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Repubt 
Indonesia Tahun 2004 Nor&r 53,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Naro 4389 

g. Un0dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4400 

0.Undang-undang Nomnor 25 Tahn 2004 tentang Sister 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan 
Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 

11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daorah (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Noor 125, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomar 4437 sobagaimana telah diubah dengan UJndang 
Un@dang Nomor 8 Tahu 2005 tentang Penetapan Poraturan 
Pemerintah Pengganti Lndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nono/ 108 
Taenbahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nom0or 4548 

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pmnerintah Pusal dan Pererintah Daerah 
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmore 4438 

13.Peraturan panorintah Nomor 20 Thun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan tas Penyelenggaraan 
Pererintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republe 
Indonesia Noror 4090 

14,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 118, Tgenbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138) 
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15.Peraturan Pemerintah Noror 86 Tahun 2001 Tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 200 
Nomor 11g, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139 

16.Peraturan Pererintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kdudukan Protokoler dan Keuangan Pirpinan dan Anggota 
Dewan Penwakila Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor SO, Tanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4418 
sebagaimana telah diubah dongan Peraturan emerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 2005 amor g4, Tambahan Lembaran Negara Repute 
Indonesia Nomor 4540 
' 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pegelolaan Keuangan Badan Lyanan (mum [Lembaran 

EEE 
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pererintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
faun 200S Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nom@r 4503 

19.Peraturan Pererintah Nomor 54 1shun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nor&r 136, Tambahan Lembaran Negara Nom0r 4574 

' 20.Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tetang Dana 
Perimbangan [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomar 4575 

21 Peraturan Pererintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten 
nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom0r 4576 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repute 
Indonesia Tahun 200 Nemor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom0r 4578 

24.eraturan Pemerintah Noror 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Peryusunan dan enorspan Stand@ Pelarynan Minimal 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomore 4585 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelap0ran 
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0or 4614) 
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26.Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 tentang 
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27 Peraturan Daorah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok.Pokok Pengelolaan Keuangan Daorah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jopara Tahun 2006 Nomor 10 
Tambahan Lembaran Daerah Kaupaten Jepara Norm0r 3 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA UNTUK 
MEMBIAYAI BELANJA YANG BERSIFAT (MENGIKAT DAN 
BELANJA YANG BERS[FAT WAJIB BAGI SATUAN KER.JA 
ERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2097 

; 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat in yang dimaksud dengan 
1 Belanja yang bersifat mongikat adalah Belanja yang dibutuhkan secara tergs 

menerus yang ialo0kas.an Oleh Pemeitah Daerah untuk membiaryai keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti Belanja Pogawal 
Belanja Barang dan Jasa 

2 Bolanja yang bersifat /aiib adalah Belanja untuk terjarinnya kelangsungan 
Pererintahan Pelayanan Dasar Masyarakat s0port pbrcidikan, Kesehatan atau 
melaksanakan ewajoan epad.a piha.k ke tig# 

Pasal 2 

Peryediaan Dana untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalarm past f 
paling tinggi sobosar seper dua belas dari angka APBD tahun anggaran 2006 dan atau 
sesuai dengan kebutuhan setiap bulan dalam tahun anggaran 2007 

Pasal 3 

Besarnya Dana yang dapat diajukan untuk Belanjd yang bersifat /aji monyosuaikan 
kobutuhan dan atau menyesuaikan jumlah anggaran yang telah menijadi kesepakatan 
dengan pihak ketiga dan atau sesuai dengan Kontrak Kerja 

Pasal 4 

Rincian penyediaan Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat /aijib sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan 
Bupati in 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini berlaku pad.a tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati imi dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pa0da tanggal 18 D0somber 2006 

; 
WAKIL BUPATI JEPARA, 

# 
ALI IRFAN MUKHTAR 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggar 30 Dede2op% 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARRA 

M EFFENDI 

¢ 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR IE 
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r.1.4 TuIiFnq4 Funqt@a
11.s. rmjanqan Funqsona umum
1r.6. rmjanq.i BeEs
1 r.7. rmjanean Pph /runjanqan ft!sus.
11.3. PemburabnGajl

1 r.11.rmjan@n Paniba Murawdrah.
l r.t.rmjaiean Komb.
1 r.13 r!nianqan Paniba anqqaran.
1 r.l4rmjanean sadan chomabn.
1 r.l5rmjaneanAht Keenqkap:n kinnya.
1 r.16 rmj:nsan torumahan.
1r.17 Uanq Dur€ Ward lrers.

/tn$ruktur /Naraamber
I r.2 fonorar rh Peeawar fono€r rldak rebp.

I 2.3. Tanbahan Penghas an bedaerk3n rtond si kelja,

12.s. rambahan Penehas an bedaerkan prestas keda.

]'3'klaqaPmenhwnbhnyaPjnprvndArggdaDPRDena

1 3.1 Beranja PenunFns opeE5ionat P mpinai DPRD.
13.2 &hnia Penunlanq
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rt BdanJa L.nssunsl yane netpa'
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LAMP IRAN PERA TURAN BUPATI JEPARA 
Nomgr ] Tr 0D6 
Teng9al 18 Db£ a016 

RINCAN PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT 
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB 

I. Belanja Tidak Langsung, yang meliputi; 

1. Belanja Pegawai 

11 Gaitan Turjangar 
11.1 Gajl Pokok PNS /Lang Representasi 
1L.2. Tunjangan Keluarga 
11.3. Tunjangan Jabatan 
1L.4. Tujangan Fungsion0al 
1L.5. Tunjangan Fun@sional Umum 
11.6. Tunjangan Beras 

L Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus. 
11.8. Pembulatan Gajl 
119, luran Asuransi Kesehatan 
1 1.10.Uang Paket 
L.1.11.Tunjangan Panitia Musyawarah 
1 112.Tunjangan Komis. 
1.1.13.Tunjangan Panitia Anggaran. « 
11.14unjangan Badan Kehormatan. 
1.1.15.Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. 
1.1.16.Tunjangan Perumahan 
1117ang Duka Wafat [Tewas 
1.1.18.0ang Jasa Pengabdian 

1.2. Tambahan Penghasita PNS 
1.21 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 
1.2.2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas. 
1.2.3, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja. 
1.2.4. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
1.25. 1ambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

1.3. Belanta Penerimaan Lainoya Pipinan dan Ang9ota DPRE Serta 
KDH /WKD 
1.3.1. Belanja Penunjang Operasional pmpinan pPRD, 
1.3.2. Belanja Perunjang Komunikasi Insentif pimpinan dan 

Anggota DPRD 
1.3.3. Belanja Penunjang Operasional KDH /WKDH 

II. Belanja Laagsung, yang meliputi 

1. Belanja Pegawai. 
11 Honorarium non NS /Tenaga Kontrak 

11.1 Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur /Narasumber 
L.2. Honorarium Pegawai Honorer [Tidak Tetap. 
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1.4. Retahk R6i5wa Paiidtkan Ptts

1. 1. Bda.ia E har Pakj Haai.

1r.1. Beanla abtr! s &rto,.
1. t 2. Be anla Doromen /Administrdr rend er'
1.13.8eaij, Arat undk dan Eeklroirk (bmpu pijar, Batrerv

r.1.1 BeLania Pe6nqko, Natera dan Benda P6 Lahnva

1.ls ehnja PeEabi Kebereihan da

I L5. &hnja sahan Bak Minyak/c6.
1 r.7, Bqanja Penqsianrabuns Pemadam (ebakran

1.2. Rel,n|t qah /Maenar
1.2.1 B€raiF eh Baku Banqun
12.2 B€raij: Bah /Bbitranam .

12.3. Belanla B brt remak /Pe kamn.
1 2.4. Beanla Bahan obatsdbahn,
1.rs. Behja Bahan Kma
1.26. Beania Bahan Percortohan/PeEsa I

!.2.3 BeLanla B.h Makaian Runah sakt /Pusk6mas /Rr

12.e. ebnja Keperuan D:pu Rlmah sakit /Plsr6mas /Rr

1.33 ehiF Lrnr*.
1.3.4 B€raija rae Penqunuman Lehis /Pemenans Leanq
13.5, Bd j: sud (abaf /Mala a'l
13.6, BeanF Kaffit /Fars m /htemet.
1.3.7. Be anla Pakei /tonq dman.
1.33. se aija se/t aksL.
1.3 s. Be aija )ae rranqG xeuanean.
1.3.!0.3eanja rai Mmisbas Punslbn tujak Perednqm larai

l.r.rebnja rai Pajak Bahan Bak

r 3.12.Beranjaisse .eGnlor,

1.4. Relanj. Preat a,uane.
1.4.t. Be aiF Premr keshdai
r.4.2 B€hnla Prem Aa€ns B aiq M rkDaeEh

1.2. Honorarium non NS /Tenaga ontrak 
1.3. bang Lembur 
1.4. Belanja Beasiswa Pendidikan PANS 
1.5. Belanja ursus, Pelatihan, Sosiallsas/ tan Bbingan Teknis PNS. 

2. Belanja Barang 8Jasa. 
11 Belanja Bahan Paka Habis 

1.1.1 Belanja Mat Tulis Kantor 
1.1.2. Belanja Dokumen /Administrsi Tender. 
1.1.3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery 

kering) 
11.4. Belanja erangko, Materai dan Benda Pos Iainnya 
1.L.5. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih. 
1L.6. Belanja Bahan Bakar Mirak /Gas 
1.L.7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran. 
11.8. Belanja Pakai Komputer 

1.2 Bela,ja aaha /Materi al 
1.2.1 Belanja Beahan Baku Bangunan 
1.2.2 Belanja Bahan /Bibit Tanaman 
1.2.3 Belanja Bibit Ternak /Perikanan 
1.2.4. Belanja Bahan Oba-obatan 
1.2.5. Belanja Bahan Kimia 
1.2.6. Belanja Bahan Percontohan /Peraga < ' 

1.2.7 Belanja Aspal 
1.2.8 Belanja Bahan Makanan Rumah Sakit /Puskesmas /RT 

Kepala Daerah 
129 Bela0ja Keperluan Dapur Rumat Sakit Puskesmas /RT 

Kepala Daerah 

1.3. Belanja Jasa Kantor 
L.3.1. Belanja Telepon 
1.3.2. Belanja Air, 
1.3.3. Belanja Listrik. 
1,3.4. Belanja Jasa Pengumuman Lelang /Pemenang Lelang 
1.35. Belanja Surat Kabar /Majalah 
1.3.6. Belanja Karat [Faksirili /Internet 
1.3.7. Belanja Paket /Pengiriman 
1.3.8. Belanja Sertifkasi 
1.3.9. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 
1.3.10.Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalgn 

Umum 
1.3.11.Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Beahan Bakar 

Kendaraan Berm0tor 
1,3.12.Belanja Jasa Service Kantor 
13.13.Belanja Gas 

1.4. Belanja Prem Asurans 
1.4.1 Belanja Premi Kesehatan 
1.4.2. Belanja Premi Asuransi Barang Milk Daerah 

2 



1.5 Eelank Pehwtun kendata R{ntut.
r.s 1. 3e anF isa sente
r.s 2. 3e aiF Pense t an suru cadais
r.s.3. 3e arja sahai bi:r M nyak/casdai Peumas.

r.ss.3eanFsudr da Nomor Kendara
r.56. 3eanFPspanFie su irriMeruemud|

1.6. seh\a rlEk dao Penggandeu.

r.6.2 BeanF Psss da .

1.2 Rehoa sewa Runah /6eauu /r3udanq /Pa*tt.
fr BelanF s4a Pumahrabct /pumahDnEl'r Beanla sewa Gedunq /Kanbr /rem@f
1.7.3 Be anF ssa Ruanq Rapd /Pedehlan.
1.7.4 Beanja sewa rempd Prkn /Liane rambd /Nanqsar

1.3. Rel hsehsm oar6.
1.3.1 3e aiF sea s:Ena Mobirbs Darar
1.3.2 3eaiF *wa s aMob bsAt
1.3.3 3eaiF*wasr aMob tas udara l

1.e.1 Be anla sewa Eskavab..
r.e,z Be anja *wa Burdcer

na RelanJa se a Penenekap dah Petalabn hnbr
r.10 r.Beanla stua ,.1eja tus
I r0 2.Beanla *Na Kompubrdan Fr rter.
Lro 3.Beaija *\€ Poyektor

r.10 s.seanra ses: reida.
1'106'seanlases:Pa|:anlddtl.lladsional.

1. Relanj, Makffin tun Nnun .

1.11.2.Beanla nakanan dm r! tuman Rapat

1'1zBe]a,].PaknianDhsdAtjfuhfa'
1.1r.1.8e F Pakzm Dh rcHd:nWKDH.
r rr.r.Beanja Paka m sp NdDn(Psf).
L r2.3.Beanja hka an sp Lenskap (PsLl.
1r2.4.3e ja Paka an Din N&an(PDH).
1r2.s.3erania P:k:an Dind upa€ra (PDU).

1.S. Belanja Perawatan encaaa Berotor 

1.5.1 Belanja Jasa Service 
1.5.2. Belanja Penggantian Suku Cadang 
1.5.3. Belanja Bahan Bakar Mirak /Gas dan Pelumas 
1.5.4. Belanja Jsa KIR 
1.5.5. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 
1.5.6. Belanja Perpanjangan Surat Iin Mengemudi 

1.6. Belanja Cetak cdan Peng9an0daan 
1.6.1 Belanja Cetak 
1.6.2. Belanja Penggandaan 

• 
1.7. Belanja Sea Rumah /Gectung /Gudang /Parkir 

1.71 Belanja Sewa Rumah Jabatan /Rumah Dinas • 1.7.2. Belanja Sewa Gedung /Kantor /Tempat 
1.7.3, Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemun. 
1.7.4, Belanja Sewa Tempat Parkir [Uang Tambat /Hangga 

sarana mObilas 

1.8. Bela0a Sea Sar aha Mob#lits. 
1.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobiitas Darat 
1.8.2. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 
1.8.3. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 

1.9. Bela0ja Sewa Alat Berat 

1.9.1 Belanja Sewa Eskavator, 
1.9.2. Belanja sewa Buldoser 

¢ 

1.10.Bela0ja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

1.10.L.Belanja Sewa Meja Kursi 
.10.2.Belanja sewa Komputer dan Printer. 
1.10.3.Belanja sewa Proyektor 
1.10.4.Belanja sewa Generator 
1.10.5.Belanja sea Tenda 
1.10.6.Belanja sea Pakalan Adat /Tradisional 

1.1 Belania Maka0an ta Mina 

1.111.8elanja PMakanan dan Minuman Harian Pegawai. 
1.11.2.Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

1.12.Belanja Pakalan Dinas clan Arbutnya 
112.1 Belanja Pakaian Dias KDH dan WKDH 
1 12.2.Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 
1 12.3.Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 
1 124.Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 
1 12.5.Belanja Pakaian Dias Upacara (PDU). 



1.13,18€hnja tukaan Ke[: bpansan,

1.14Eehnja Pakatn Kius6 dan thtih Eneftu.
1.14.1 B€ranF Paka ad KoRPRr.
1.14.2 Beh nF Pa kara n Add Da.rah.
1.14,3.Behnja Paraiai Bd k r€d sionar.
l.14,4.Beanja Pakaian orah tuea

1. 1 5 E ela nk P eia tana n ah 6.
r.15l.Beanja Peda anan Dii6 darah DaeEh.
l.ls 2.Beanja Peda anan Din6 $r DaeGh.
l.1s s.Beanja Pedaanan Dim b Neser.

1, tt. R ela njt P 4id ra R n Pi.da h ruea s.

r.16 r.Beanla Pedaanan Pndah ruqasdaam DaeGh
r.16 2.Beanla Penaanan Pndahrlgas ErDaerah.

1.1zRelanja Pfiuhns Peo2wai.

1.17.z.Beanla Penu anqan Pesawa ya
1.17.r.Beanla Pemulanqan Peqawai yano t&d da

113.Bela/a Pakala0 Ker]a 

1131.Belanja Pakaian Kerja Lapangan 

1 14.Belanja Pakaan husus dan Har-hari tertent 

1141.Belanja Pakaian kORPRI 
1142.Belanja Pakaian Adat Daerah 
114.3.elanja Pakaian Batik Tradistional 
1144.Belanja Pakaian Olah Raga 

15.8ela0a Perjalanan Dins. 

1.15.1.Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 
1.15.2.Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 
1.153.Belanja Peralanan Dinas Luar Negeri. 

' 116.Belanja Peralanan Pintah Tugas 

1.16.1.Belanja Perjalanan Pindah Tugs dalam Daera 
1.16.2.Belanja Perjalanan Pindah Tugas luar Daerah 

1.17 Belana Pemulangan Pegawa 

1.17 1.Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun dalam Daerah 
1.17.2.Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun luar Daerah 
1.17.3.Belanja Pemulangan Pegawai yang tewas dale 

melaksanakan tu9as 

WAKIL BUPATI JEPARA, 
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AL IRFAN MUKHTAR 


